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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 59/PERMEN-KP/2020 

TENTANG 

JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH 

PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAN LAUT LEPAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a.  bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya 

ikan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dengan tetap memperhatikan daya dukung dan 

kelestarian sumber daya ikan, perlu mengganti Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-

KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan 

Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;  

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jalur 

Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia dan Laut Lepas; 
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Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5073); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  

  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

  5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN ALAT 

PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN 

PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LAUT 

LEPAS. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Jalur Penangkapan Ikan adalah wilayah perairan yang 

merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan 

Negara Republik Indonesia dan laut lepas untuk 

pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang 

menggunakan alat penangkapan ikan yang 

diperbolehkan dan/atau dilarang. 

2. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API 

adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda 

lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. 

3. Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat 

ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

ikan dalam kegiatan penangkapan ikan. 

4. Rumpon adalah alat bantu pengumpul ikan yang 

menggunakan berbagai bentuk dan jenis 

pemikat/atraktor dari benda padat, berfungsi untuk 

memikat ikan agar berkumpul, yang dimanfaatkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi 

penangkapan ikan. 

5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh 

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan 

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk 

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, 

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 

mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

6. Tali Ris Atas adalah seutas tali yang dipergunakan untuk 

menggantungkan badan jaring. 

7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, 

merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk 

Penangkapan Ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, 

penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi 

perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, 
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zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. 

8. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk 

ke dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut 

teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan 

perairan pedalaman Indonesia. 

 

BAB II 

JALUR PENANGKAPAN IKAN 

 

Pasal 2 

(1) Jalur Penangkapan Ikan terdiri atas: 

a. WPPNRI; dan  

b. Laut Lepas. 

(2) WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas: 

a. Jalur Penangkapan Ikan I; 

b. Jalur Penangkapan Ikan II; dan  

c. Jalur Penangkapan Ikan III. 

 

Pasal 3 

(1) Jalur Penangkapan Ikan I sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. Jalur Penangkapan Ikan IA, meliputi perairan 

sampai dengan 2 (dua) mil laut diukur dari garis 

pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan 

kepulauan; dan 

b. Jalur Penangkapan Ikan IB, meliputi perairan di 

luar Jalur Penangkapan Ikan IA sampai dengan 4 

(empat) mil laut. 

(2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi perairan di luar Jalur 

Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 (dua belas) mil 

laut. 

(3) Jalur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi perairan di luar 

Jalur Penangkapan Ikan II, termasuk zona ekonomi 

eksklusif Indonesia. 
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Pasal 4 

(1) Jalur Penangkapan Ikan di WPPNRI ditetapkan 

berdasarkan karakteristik kedalaman perairan. 

(2) Karakteristik kedalaman perairan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi: 

a. perairan dangkal, merupakan perairan dengan 

kedalaman paling dalam 200 (dua ratus) meter, yang 

terdiri atas:  

1. WPPNRI 571, meliputi perairan Selat Malaka 

dan Laut Andaman; 

2. WPPNRI 711, meliputi perairan Selat Karimata, 

Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan; 

3. WPPNRI 712, meliputi perairan Laut Jawa; 

4. WPPNRI 713, meliputi perairan Selat Makassar, 

Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali; dan 

5. WPPNRI 718, meliputi perairan Laut Aru, Laut 

Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur. 

b. perairan dalam, merupakan perairan dengan 

kedalaman lebih dari 200 (dua ratus) meter, yang 

terdiri atas:  

1. WPPNRI 572, meliputi perairan Samudera 

Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat 

Sunda;  

2. WPPNRI 573, meliputi perairan Samudera 

Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah 

Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut 

Timor Bagian Barat;  

3. WPPNRI 714, meliputi perairan Teluk Tolo dan 

Laut Banda; 

4. WPPNRI 715, meliputi perairan Teluk Tomini, 

Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, 

dan Teluk Berau; 

5. WPPNRI 716, meliputi perairan Laut Sulawesi 

dan Sebelah Utara Pulau Halmahera; dan 

6. WPPNRI 717, meliputi perairan Teluk 

Cendrawasih dan Samudera Pasifik. 
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